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RINGKASAN 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja IT Governance terhadap 

transparansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.  Penelitian ini menggunakan metode survei 

yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Sampel dalam 

penelitian ini sebanyak 152 responden dengan menggunakan convenience sampling sebagai teknik 

penyampelan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data yang 

diperoleh pada penelitian ini diolah dengan menggunakan alat analisis Partial Least Squares. 

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa kinerja IT Governance  dan memberikan pengaruh 

positif signifikan terhadap transparansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. .  

Kata Kunci: IT Governance Performance, Transparansi, IT Governance 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

IT Governance (ITG)  merupakan bagian integral dari corporate governance yang 

terdiri dari kepemimpinan dan struktur organsasi. ITG merupakan proses untuk 

memastikan bahwa teknologi informasi dalam organisasi mampu mendukung dan 

mengembangkan strategi dan tujuan organisasi (ITGI, 2006). Tata kelola TI sangat 

diperlukan  untuk tetap menjaga investasi, meningkatkan daya saing, memberikan nilai 

tambah dan menjaga keberlangsungan bisnis atau pemerintahan (Setiawan, 2010). ITG 

berkembang tidak hanya pada sektor privat, tetapi juga berkembang pesat pada sektor 

publik atau institusi pemerintahan.  ITG pada sektor publik merupakan layanan TI yang 

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat melalui pelaksanaan kekuasaan, dan 

pihak berwenang yang bertujuan untuk memberikan kebutuhan dan kepentingan publik. 

Penerapan ITG dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan dan pengembangan e-

government. Brown dan Brudney (2001) mendefinisikan e- government sebagai 

penggunaan teknologi, khususnya aplikasi berbasis web untuk meningkatkan akses dan 

secara efisien memberikan informasi dan layanan pemerintah. Tujuan akhir dari 

terwujudnya ITG adalah terwujudnya praktik good governance bagi organisasi yang 

menerapkannya. Tiga prinsip utama dari good governance adalah akuntabilitas, 

transparansi dan partisipasi publik. Transparansi  merupakan salah satu roh perwujudan 

good governanceI.  Tolbert dan Mossberger (2006) menguji perilaku masyarakat 

terhadap pelaksanaan e-government dan pengaruhnya terhadap kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

pelaksanaan e-government meningkatkan persepsi masyarakat terhadap transparansi 

pemerintah.. Cuillier dan Piotrowski (2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

mempublikasikan informasi yang relevan di situs web e-government dapat 

meningkatkan transparansi. Al Gore dan Tony Blair mengatakan bahwa salah satu  

manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-government bagi suatu negara 

(Indarjit, 2004: 5) adalah  meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate 

Governance.  Penelitian mengenai hubungan antara kinerja ITG dan transparansi masih 

sedikit dibuktikan melalui penelitian empiris, oleh sebab itu peneliti termotivasi untuk 
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menguji hubungan antara kinerja tata kelola TI dengan transparansi di pemerintah 

daerah. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, penulis menyatakan masalah penelitian 

sebagai berikut: Apakah kinerja tata IT Governance Performance berpengaruh positif 

terhadap transparansi pemerintah daerah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

A. Tujuan Umum 

Menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh positif pengukuran kinerja 

terhadap kinerja tata kelola TI.  

B. Tujuan Khusus 

1. Bagi keilmuan akuntansi, hasil penelitian ini dapat memperkaya penelitian 

dibidang good governance 

2. Bagi peneliti lain, penelitian ini merupakan penelitian dasar yang hasil nya 

dapat dikembangkan dikemudian hari dan dapat digunakan sebagai 

kontribusi bagi penulis lain dalam melakukan penelitian di bidang yang 

sama. 

1.4 Luaran Penelitian 

A. Luaran Utama 

 Luaran Penelitian ini adalah  artikel dipublikasikan pada jurnal nasional 

terakreditasi 

B. Luaran Tambahan 

 1. Prosiding dalam seminar nasional 

2. Bahan ajar 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  IT Governance 

Menurut Weill dan Ross (2004) Tata kelola TI adalah wewenang dan tanggung jawab 

secara benar dalam menetapkan suatu keputusan untuk mendorong perilaku penggunaan 

teknologi informasi pada sebuah organisasi. Henderi et al (2008) mendefinisikan tata kelola TI 

adalah keputusan yang benar dalam bingkai yang dapat diminta pertanggung-jawabannya untuk 

mendorong keinginan dan kebiasaan penggunaan teknologi informasi. Henderi (2008) juga 

mendefinisikan tata kelola TI sebagai landasan kerja yang mengukur dan memutuskan 

penggunan dan pemanfaatan teknologi informasi dengan mempertimbangkan maksud, tujuan, 

dan sasaran bisnis perusahaan.  

 

2.2  IT Governance Pada Sektor Publik 

Organisasi publik adalah lembaga administratif dan ekonomi yang menyediakan barang 

dan jasa atas nama pemerintah (Campbell et al., 2009). Jenis organisasi ini bergantung pada 

dana anggaran pemerintah di negara tersebut. Menurut Campbell et al., (2009) karena 

keterbatasan yang dihadapi oleh organisasi publik, pengembangan implementasi tata kelolla TI 

di sektor publik tertinggal dari perkembangan tata kelola TI sektor privat. Namun, Campbell 

mengatakan tata kelola TI pada sektor publik dapat diimplementasikan dengan menggunakan 

gabungan struktur, proses dan mekanisme relasional. Menurut Hoch & Payan (2008), 

membangun tata kelola TI yang berfungsi dengan baik di sektor publik sangat penting karena 

kompleksitas proyek TI karena tujuan ekonomi dan politik mereka.  

 

2.3 Transparansi 

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk 

memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi mengenai 

kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Pengertian Transparansi 

Keuangan Kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyatakan 

transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka 

dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangundangan. Menurut 

Meutiah (2008) Transparansi yakni adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan 

yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah 

yang dapat dijangkau oleh publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan 

persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan pada referensi publik. 
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Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu: komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses 

informasi.  

Komunikasi publik menuntut usaha afirmatif untuk membuka dan mendiseminasi 

informasi maupun aktivitasnya yang relevan. Transparansi harus seimbang, juga dengan 

kebutuan akan kerahasiaan lembaga maupun informasiinformasi yang mempengaruhi data 

dalam jumlah besar, maka dibutuhkan petugas profesional, bukan untuk membuat dalih atas 

keputusan pemerintah, tetapi untuk menyebarluaskan keputusan-keputusan yang penting 

kepada masyarakat serta menjelaskan alas an dari setiap kebijakan tersebut. Peran media juga 

sangat penting bagi transparansi pemerintah atau organisasi, baik sebagai sebuah kesempatan 

untuk berkomunikasi pada publik maupun menjelaskan berbagai informasi yang relevan, juga 

sebagai “watchdog” atas berbagai berbagai aksi pemerintah dan perilaku menyimpang dari 

aparat birokrasi. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian yaitu Desember 2019-Juli 2020. Tempat penelitian 

pada penelitian ini yaitu pada seluruh organisasi perangkat daerah setingkat Provinsi 

Kalimantan Selatan 

 

3.2  Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif yang menekankan pada 

pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan melalui pengukuran variabel 

penelitian dan analisis data dengan menggunakan prosedur statistik. enis 

penelitian ini merupakan model penelitian penjelasan (explanatory research) 

yang berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel memengaruhi 

variabel lain melalui pengujian hipotesis (Cooper dan Schindler 2001; dalam 

Creswell 2012). Dimensi waktu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

cross sectional, yaitu penelitian dengan melibatkan satu waktu tertentu dengan 

banyak sampel untuk menguji hubungan antara variabel–variabel independen 

dengan variabel dependen.  

 

 

 

 

 

Berdasarkan argumentasi pada latar belakang maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah 

H1: IT Governance Performance berpengaruh positif terhadap transparansi 

 

3.3 Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) di Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan yang melaksanakan pengembangan 

e-government. Jumlah OPD yang ada di Kalimantan Selatan berjumlah 50 OPD. 

Menurut Dinas Komunikasi Informasi dan Teknologi hampir seluruh OPD di 

IT Governance 

Performance (X) 
Transparansi (Y) 
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Kalimantan Selatan sedang melaksanakan dan mengembangkan e- government. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience sampling. Alasan 

menggunakan teknik convenience sampling adalah tidak tersedianya informasi pasti 

mengenai jumlah pegawai OPD di Provinsi Kalimantan Selatan yang terlibat dalam 

pengembangan dan penerapan e- government, sehingga penghitungan ukuran sampel 

minimal dengan rumus tidak bisa dilakukan.  Menurut Abdillah dan Hartono (2015) 

jika jumlah populasi tidak diketahui dengan pasti, maka teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah minimal 10 kali dari jumlah jalur atau hipotesis yang disusun. 

Hipotesis dari penelitian ini sebanyak 7, sehingga jumlah sampel minimal adalah 

sebanyak 70 sampel. Peneliti memutuskan mengambil data sampel sebanyak 250 

sampel dengan pertimbangan adanya kuesioner yang tidak kembali dan tidak lengkap 

diisi responden, sehingga jumlah sampel minimal tetap dapat terpenuhi. Hal tersebut 

diyakini akan dapat meepresentasikan keseluruhan populasi yang telah ditentukan.  

 3.4 Prosedur Penelitian 

1. Tahap persiapan (pre test) 

Penelitian ini menggunakan item-item konstruk yang sudah digunakan di 

penelitian sebelumnya, karena membangun sendiri item-item konstruk sebagai 

kuesioner tidak mudah dan harus didasarkan pada teori yang berhubungan 

dengan konstruk dan harus diuji. Semua kuesioner yang digunakan 

menggunakan Bahasa Inggris. Oleh Karena itu, tahap persiapan (pre-test) 

dilakukan untuk memastikan bahwa responden memahami isi pernyataan di 

dalam kuesioner dan instrumen ini memiliki kesetaraan makna antara instrumen 

asli dengan instrumen yang  diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. 

Tahapan persiapan yang dilakukan penellitian adalah sebagai berikut:  

1. Peneliti menerjemahkan instrumen dari Nfuka dan Rusu (2011), Ali dan 

Green (2009), Ali et al. (2009) yang berbahasa Inggris ke dalam Bahasa 

Indonesia dengan dibantu individu yang ahli dalam Bahasa Inggris.  

2. Menerjemahkan kembali dari instrumen yang berbahasa Indonesia 

menjadi Bahasa Inggris kembali. Kemudian hasil terjemahan ini 

dbandingkan dengan instrumen asli.  
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3. Peneliti memperbaiki kembali item-item pernyataan masing-masing 

indikator menjadi sebuah kuesioner yang utuh apabila terdapat kesalahan 

dalam ejaan maupun struktur kata yang kurang tepat.  

2. Uji Coba Instrumen Penelitian (Pilot Test) 

Validitas dari instrumen penelitian diuji dengan analisis faktor dan dibantu 

menggunakan alat analisis statistik SPSS versi 24.0. Jumlah kuisioner yang 

dibutuhkan untuk pilot test adalah sebanyak 40 kuisioner, hal ini didasari 

pernyataan Hair, Black, Babin dan Anderson (2010:101) yang menyatakan 

bahwa ukuran sampel untuk observasi menggunakan analisis faktor adalah 

sebesar lima kali dari jumlah variabel yang dianalisis. Kuesioner uji coba 

instrument penelitian dibagiakan secara online dan secara langsung kepada 

pegawai yang bekerja di OPD Provinsi Kalimantan Selatan.  

Berdasarkan hasil pilot test diketahui bahwa nilai probabilitas hasil 

korelasi (p-value) pada tiap indikator seluruhnya sebesar 0,000, sehingga nilai 

p-value pada tiap indikator lebih kecil dari pada daripada α = 0,05 (5%), dan 

dapat dinyatakan bahwa keseluruhan item pertanyaan adalah valid dan variabell 

dalam kuesioner penelitian ini memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach 

berkisar antara 0,638 sampai 0,821, nilai tersebut lebih besar dari 0,6 sehingga 

dapat dikatakan instrumen pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini 

sudah reliabel atau dapat dihandalkan.  

a. Variabel konstruk IT Governance Performance 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali dan Green (2009) dan (Ali 

et al. 2009), item-item pernyataan pengukuran kinerja yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mekanisme tata kelola TI di OPD tempat saya bekerja memiliki dampak 

yang luas terhadap efektivitas tata kelola TI organisasi secara 

keseluruhan.  

2. Mekanisme tata kelola TI di OPD tempat saya bekerja merupakan suatu 

hal yang penting dalam mewujudkan tata kelola TI yang efektif pada 

organisasi.  

3. Mekanisme tata kelola di OPD tempat saya bekerja menjadi faktor 

pendukung yang signifikan dalam mewujudkan tata kelola TI yang 

efektif pada organisasi.  
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b. Variabel konstruk Transparansi 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurrizkiana et al. (2016), 

item-item pernyataan transparansi yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Seberapa baik organisasi tempat Anda bekerja memiliki/menyediakan  

sistem informasi yang memadai?  

2. Seberapa baik organisasi tempat Anda bekerja memiliki/menyediakan  

aksesibilitas terhadap laporan keuangan?  

3. Seberapa baik organisasi tempat Anda bekerja 

melaksanakan/menyediakan  publikasi laporan keuangan?  

4. Seberapa baik organisasi tempat Anda bekerja memiliki/menyediakan 

informasi terkait hasil pemeriksaan?  

5. Seberapa baik organisasi tempat Anda bekerja memiliki/menyediakan 

informasi terkait kinerja organisasi?  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah survei 

menggunakan kuesioner. penyebaran kuesioner dilakukan dengan mengantar 

kuesioner secara langsung kepada responden yang bekerja di OPD Provinsi 

Kalimantan Selatan, kemudian memberikan waktu kepada responden untuk 

mengisi beberapa waktu sebelum kuisioner yang sudah diisi dikumpulkan 

kembali. Responden penelitian ini diberikan waktu satu minggu untuk mengisi 

dan mengumpulkan kembali kuisioner tersebut kepada peneliti.  

3.6 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis 

inferensial. Analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). PLS 

adalah analisis persamaan struktural berbasis varian yang secara simultan dapat 

melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural 

(Hartono dan Abdillah, 2015:14). Model persamaan struktural pada penelelitian untuk 

menguji pengaruh hubungan antara IT Governance Performance dan Transparansi.  
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TRSPR = β1TIG + e 

Keterangan:  

TRSPR = Konstruk Transparansi 

TIG  = Konstruk kinerja tata kelola TI 

β 1   = Koefisien kinerja tata kelola T 

e   = eror term  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 Deskripsi Data Penelitian 

Jumlah kuesioner yang disebarkan oleh peneliti adalah sebanyak 250 kuesioner, dari 

seluruh 250 kuesioner yang telah disebarkan, sebanyak 53 kuesioner tidak kembali.  

Setelah dilakukan pemeriksaan, terdapat 45 kuesioner yang tidak dapat diolah karena 

tidak diisi, diisi tetapi tidak lengkap, dan diisi lengkap namun responden tidak serius 

dalam pengisiannya. Sehingga total kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 152 

kuesioner. 

 

4.2  Hasil Penelitian 

 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

Karakteristik Jumlah (orang) Persentase (%) 

Jenis Kelamin 

Perempuan 63 41,4 

Laki-laki 89 58,6 

Total 152 100,0 

Umur Responden 

≤ 25 Tahun 18 11,8 

26 - 40 Tahun 84 55,3 

41 - 55 Tahun 46 30,3 

≥ 56 Tahun 4 2,6 

Total 152 100,0 

Pendidikan Terakhir Responden 

D3 22 14,5 

S1 96 63,2 

S2 34 22,4 

Total 152 100,0 

Status Kepegawaian Responden 

Honor 43 28,3 

PNS 109 71,7 

Total 152 100,0 

Lama Bekerja Responden 

< 10 tahun 84 55,3 

> 30 tahun 5 3,3 

11-20 tahun 28 18,4 

21-30 tahun 35 23,0 

Total 152 100,0 
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Sumber Data Primer, diolah tahun 2020 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki 

yaitu sebanyak 89 (58,6%) responden. Sebagian besar responden berusia 26 - 40 tahun 

yaitu sebanyak 84 (55,3%) responden. Sebanyak 96 (63,2%) responden berpendidikan 

akhir S1. Sebagian besar responden penelitian ini berstatus PNS di sebanyak 109 

(71,7%) responden dan sebanyak 84 (55,3%) responden telah bekerja di OPD Provinsi 

Kalimantan Selatan kurang dari 10 tahun. 

 

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Jawaban Responden 

Variabel Item Pertanyaan Rata-Rata Skor 

IT Governance 

Performance (X) 

X.1 5,7 

X.2 5,9 

X.3 6,0 

Transparansi (Y) 

Y.1 5,5 

Y.2 5,5 

Y.3 5,3 

Y.4 5,3 

Y.5 5,6 

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2020 

 

Tabel 3. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Hipotesis Keterangan Koefisien Path P-value Keterangan 

H1 X → Y 0,26 <0,01 Signifikan 
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BAB V  

PEMBAHASAN 

 

Hipotesis dalam penelitian ini  menyatakan bahwa IT Governance Performance 

berpengaruh signifikan terhadap transparansi. Hasil pengujian menunjukan bahwa 

pengaruh  IT Governance Performance (X) terhadap transparansi  (Y2 signifikan pada 

α = 0,05, dilihat melalui nilai p-value sebesar <0,01, nilai tersebut lebih kecil daripada 

0,05 (α = 5%). Koefisien sebesar 0,26 bertanda positif mengindikasikan hubungan 

keduanya searah dan signifikan, artinya semakin baik kinerja dan tata kelola TI di suatu 

OPD akan meningkatkan transparansi OPD tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan bahwa H0 = diterima. Hal ini berarti semakin efektif kinerja tata kelola 

TI di suatu OPD akan meningkatkan transparansi OPD tersebut. Tujuan akhir dari 

terwujudnya tata kelola TI adalah terwujudnya praktik good governance bagi organisasi 

yang menerapkannya .  Dalam konteks sektor publik, tiga prinsip utama dari good 

governance sendiri adalah akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik. Welch dan 

Wong (2001) menyatakan bahwa tekanan IT secara global terhadap organisasi publik 

mendorong pengadaan, penerapan, akuntabilitas dan transparansi. Jika program 

software berbasis online/ e-government dijalankan secara ideal, maka prinsip 

akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik tersebut akan berjalan secara efektif, 

pelaksanaan tata kelola TI melalui pengembangan e-government dapat meningkatkan 

dimensi pertanggungjawaban itu sendiri yaitu: transparansi, pengendalian, tanggung 

jawab, dan daya tanggap.  

Hal ini selaras dengan penilitian yang dilakukan oleh Tolbert dan Mossberger 

(2006), menguji perilaku masyarakat terhadap pelaksanaan e-government dan 

pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan e-government meningkatkan persepsi 

masyarakat terhadap transparansi pemerintah. Selanjutnya, Cuillier dan Piotrowski 

(2009) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa mempublikasikan informasi yang 

relevan di situs web e-government dapat meningkatkan transparansi.  
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BAB VI 

KESIMPULAN 

 

6.1 Kesimpulan 

IT Governance Peformance  merupakan bagian dari implementasi good governance 

yang akan menjamin transparansi, efesiensi, dan efektivitas pelayanan publik 

penyelenggaraan pemerintahan. Jaminan tersebut dapat dibuktikan secara empris 

melalui hasil penelitian ini, bahwa kinerja tata kelola TI yang efektif dapat 

memengaruhi transparansi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan  

 

6.2 Saran 

Keterbatasan dalam penelitian ini, adalah penelitian ini tidak mengetahui dengan 

pasti jumlah populasi, sehingga teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

convenience sampling yang merupakan salah satu teknik dalam nonprobability 

sampling. Dengan menggunakan teknik ini, tingkat generalisasi hasilnya rendah jika 

dibandingkan dengan teknik probability sampling. Penelitian selanjutnya sebaiknya 

menggunakan sampel yang diketahui dengan jelas jumlah populasinya agar hasil 

penelitian dapat tergenaralisir lebih baik.  
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LAMPIRAN 

 

1. Justifikasi Anggaran 

No. 

 

Jenis Pengeluaran 

 

Biaya yang Diusulkan (Rp) 

1 Honorarium 2.800.000 

2 Perjalanan / transport  1.000.000 

3 Komsumsi 800.000 

4 Bahan Habis Pakai 5.400.000 

 Jumlah 10.000.000 

 

No Jenis Pengeluaran Jumlah 
Harga 

Satuan (Rp) 
Total (Rp) 

1 Gaji / Upah    

 a. Honorarium Tim 

Survet 

2 Orang 500.000 1.000.000 

 b. Pengolahan Data 2 Orang 300.000 600.000 

 c. Penganalisis data 2 Orang 600.000 1.200.000 

 Jumlah Honorarium 2.800.000 

2 Perjalanan/Transport    

 a. Transport Survei 2 Orang 250.000 500.000 

 b. Transport 

Pengambilan  Data 

2 Orang 250.000 500.000 

 Jumlah Perjalanan/Transport 1.000.000 

3 Komsumsi    

 a. Komsumsi tim survei 2 orang 200.000 400.000 

 b. Komsumsi pengambil 

data 

2 orang 200.000 400.000 

 Jumlah Komsumsi 800.000 

4 Bahasan Habis Pakai    

 a. Pembelian ATK 1 Paket 800.000 600.000 

 b. Fotocopy 1.000 Lembar 500 500.000 

 c. Souvenir 250 pcs 15.000 3.750.000 

 d. Penjilidan 4 Eks 50.000 200.000 

 e. Flashdisk 2 175.000 350.000 

 Jumlah Bahan Habis Pakai 5.400.000 

   

 Total  10.000.000 
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2. Jadwal Penelitian 

Kegiatan 
Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Persiapan 

Pembuatan Proposal 

Survei lapangan 

Persiapan instrumen penelitian 

√ 

√ 

 

 

 

√ 

        

Pelaksanaan 

Pengambilan data 
 √ √ √ √ √     

Analisis data 

 
     √ √ √   

Pelaporan 

Penyusunan laporan 
       √ √ √ 

 

3. Susunan organisasi tim Peneliti dan pembagian tugas 

No Nama / NIDN 
Instansi 

Asal 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

waktu 

(jam/minggu

) 

Uraian Tugas 

1 

Nadya 

Novianty, 

SE.,MSA.,Ak 

Universita

s Sari 

Mulia 

Sarjana 

Akuntansi 

6 

Jam/minggu 

Menyusun 

proposal 

penelitian, 

melaksanakan 

penelitian 

hingga ke 

penyusunan 

laporan 

hasil dan 

publikasi 

2 

M. Zulfadhilah, 

M.Kom 

 

Universita

s Sari 

Mulia 

Sarjana 

Teknologi 

Informasi 

4 

Jam/minggu 

Membantu 

ketua 

penelitian 

melaksanakan 

proses 

penelitian 

3 Siska Priskilla 

Universita

s Sari 

Mulia 

Mahasiswa 

Program 

Studi 

Sarjana 

Akuntansi 

4 jam/minggu 

Membantu 

ketua 

penelitian 

melaksanakan 

Tabulasi data 

kuesioner 
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